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 BAB V SIMPULAN, KETERBATAS dan SARAN 
SIMPULAN, KETERBATAS dan SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa informasi yang disajikan oleh 
pemerintah daerah dinilai relevan dilihat dari perolehan rata-rata penilaian 
mendapatkan skor 59,37%. Skor terendah yang diterima oleh pemda adalah 
sebesar 0,25 atau 25% yang dicapai oleh 3 kabupaten yaitu Kabupaten Barito 
Selatan, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Mojokerto, sedangkan capaian nilai 
tertinggi yang berhasil dicapai oleh pemda adalah sebesar 0,833 atau 83,3% yang 
dicapai oleh 6 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, 
Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Way 
Kanan. 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dari keenam hipotesis 
hanya 3 hipotesis yang diterima yaitu H2, H5 dan H6, sedangkan H1, H3 dan H4 
ditolak. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap karakteristik relevan 
pada laporan keuangan yang disajikan. Hal ini menunjukan bahwa berapa pun 
pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak akan menurunkan 
atau menaikkan karakteristik relevan dalam laporan keuangan yang disajikan. 
2. Umur pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap karakteristik relevan 
pada laporan keuangan yang disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tua umur pemerintah maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin 
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relevan sehingga informasi yang disajikan akan semakin berguna untuk 
digunakan dalam melakukan pengambilan keputusan. 
3. Jenis/status daerah tidak memiliki pengaruh terhadap karakteristik relevan 
pada laporan keuangan yang disajikan. Hal ini berarti, laporan keuangan yang 
disajikan oleh pemerintah daerah kota belum tentu lebih baik dibandingkan 
dengan laporan keuangan yang disajikan oleh kabupaten. Dengan demikian, 
pemerintah kabupaten ataupun kota sama-sama memiliki berpeluang 
menghasilkan laporan keuangan yang relevan sebagai alat untuk pengambilan 
keputusan.  
4. Tingkat ketergantungan tidak memiliki pengaruh terhadap karakteristik 
relevan pada laporan keuangan yang disajikan. Hal ini berarti berapa pun 
jumlah dana perimbangan yang diberikan ke daerah maka tidak akan 
menurunkan atau menaikkan karakteristik relevan pada laporan keuangan 
yang disajikan. 
5. Opini audit BPK tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap 
karakteristik relevan pada laporan keuangan yang disajikan. Hal ini berarti, 
pemerintah daerah yang memiliki opini yang baik pada tahun sebelumnya 
maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan pada tahun 
berikutnya. 
6. Temuan kelemahan SPIP memiliki pengaruh negatif terhadap karakteristik 
relevan pada laporan keuangan yang disajikan. Hal ini berarti semakin besar 
temuan kelemahan SPIP pada pemerintah daerah maka karakteristik relevan 
dalam laporan keuangan semakin menurun sehingga kegunaan laporan 
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keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan juga akan semakin 
menurun. 
 
5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga masih memerlukan 
pengembangan dan perbaikan pada penelitan selanjutnya. Keterbatasan dalam 
penelitian ini di antaranya: 
1. Penelitian ini menggunakan LKPD dengan basis yang digunakan adalah Basis 
Kas Menuju Akrual, sedangkan mulai tahun 2015 pemerintah daerah sudah 
diwajibkan memakai Basis Akrual. 
2. Kemampuan variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variasi 
data pada variabel dependen hanya mampu menjelaskan sebanyak 7,18%. 
Dengan demikian, sebanyak 92,82% variasi data variabel dependen jelaskan 
oleh faktor lain selain variabel independen yang diuji. 
3. Penelitian ini mengunakan model penilaian yang didasarkan pada penelitian 
Beest et al. (2009) dan Beest & Braam (2013) sehingga apabila diterapkan 
secara umum maka akan diperlukan beberapa penyesuaian pada kriteria 
penilaian. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin 
memberikan saran bagi baik bagi pemerintah daerah maupun bagi penelitian 
selanjutnya. Saran bagi pemerintah daerah adalah: 
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1. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan agar informasi yang 
dihasilkan relevan maka pemerintah daerah haruslah senantiasa meningkatkan 
kualitas SPIP. 
2. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan hendaknya pemerintah 
daerah tidak hanya menekankan pada aspek keandalan semata tetapi pada 
aspek relevan juga. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan informasi 
kualitatif mengenai penjelasan dari informasi kuantitatif yang disajikan. 
Lebih lanjut, pemerintah daerah dapat menambahkan analisis baik rasio 
maupun trend untuk lebih meningkatkan kemampuan laporan keuangan 
dalam membantu pengambilan keputusan. 
Saran bagi penelitian selanjutnya adalah: 
1. Memperluas objek baik dari segi tahun maupun jumlah pemerintah daerah 
yang akan dilakukan pengujian. Objek penelitian juga dapat dialihkan kepada 
laporan keuangan telah menerapkan Basis Akrual secara penuh. 
2. Menggunakan variabel independen yang berbeda sehingga lebih mampu 
menjelaskan variasi data dalam variabel dependen. 
3. Menyempurnakan kriteria penilaian yang digunakan dengan menambah 
literatur dan referensi sehingga mendapatkan kriteria penilaian yang lebih 
tepat dan sesuai serta dapat digunakan secara umum. 
